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BEBERAPA waktu terakhir, ma-

syarakat Indonesia memiliki lonjakan

luar biasa dalam hal lari sebagai gaya

hidup dan aktivitas rekreasi. Dari

maraton dan lari santai hingga kelom-

pok joging yang dipimpin komunitas.

Tren ini tidak hanya mewakili ke-

bugaran fisik, melainkan juga menjadi

platform bagi bisnis untuk terhubung

dengan konsumen, menumbuhkan loy-

alitas merek, dan mempromosikan

kampanye pemasaran yang berkelan-

jutan.

Meningkatnya Tren Lari di

Indonesia

Maraton, lari santai, dan joging ko-

munitas semakin populer, terutama di

wilayah perkotaan Indonesia seperti

Jakarta, Bandung, dan Bali. Acara

seperti Jakarta Marathon, Bali

Marathon, dan lari santai amal region-

al telah menarik banyak peserta sela-

ma bertahun-tahun. Berdasarkan data

publikasi Garmin, jumlah pelari di

Indonesia akan meningkat 3 kali lipat

pada tahun 2024. Fenomena ini tidak

hanya mencerminkan meningkatnya

minat terhadap kesehatan dan ke-

bugaran, tetapi juga menunjukkan

bahwa lari telah menjadi bagian dari

gaya hidup masyarakat perkotaan.

Platform media sosial semakin mem-

perkuat tren ini, dengan orang

Indonesia membagikan pencapaian

mereka dengan menggunakan tagar

populer atau membagikan momen lari

berupa foto atau video.

Merek Lokal Indonesia

Mendukung Tren Lari

Beberapa merek Indonesia secara

aktif terlibat dalam mendukung dan

menyelenggarakan acara lari, dengan

mengintegrasikan isu sosial dan ling-

kungan ke dalam kampanye mereka

seperti diantaranya:

1. Eiger: Indonesia Hijau Run

Terkenal dengan perlengkapan luar

ruangannya, Eiger menyelenggarakan

Indonesia Hijau Run di Bandung pada

tahun 2022. Acara ini menekankan ke-

berlanjutan lingkungan, mendorong

peserta untuk membawa botol minum

sendiri yang dapat digunakan kembali,

dan mempromosikan perlengkapan

lari yang ramah lingkungan.

2. Ultra Milk: Jakarta Fun Run 2022

Merek susu populer Indonesia, Ultra

Milk, menggunakan Jakarta Fun Run

2022 sebagai kesempatan untuk mem-

promosikan gaya hidup berkelanjutan.

Mereka menyediakan karton minum-

an yang dapat terurai secara hayati ba-

gi para peserta, mendorong daur ulang,

dan menyumbangkan sebagian biaya

pendaftaran ke koperasi petani setem-

pat.

3. Pocari Sweat: Pocari Sweat Run

Indonesia

Acara terkemuka di Indonesia,

Pocari Sweat Run mempromosikan ke-

sehatan dan keberlanjutan. Acara ini

menggunakan format lari virtual dan

fisik untuk mengurangi jejak lingkung-

an. Penyelenggara berupaya mengu-

rangi limbah, mengadvokasi penggu-

naan botol air yang dapat digunakan

kembali, dan menyediakan materi lom-

ba digital kepada peserta.

Pendekatan Pemasaran

Berkelanjutan dalam Acara Lari

Kombinasi acara lari dan keberlanju-

tan menawarkan cara yang

berdampak bagi bisnis untuk

memasarkan merek mereka sekaligus

berkontribusi terhadap kesejahteraan

sosial dan lingkungan. Strategi yang

berhasil meliputi:

1. Sustainable Merchandise

Menyediakan perlengkapan lari

ramah lingkungan (misalnya, kaus

yang terbuat dari bahan daur ulang

atau botol yang dapat digu-

nakan kembali) tidak hanya

menarik bagi konsumen

yang peduli lingkungan,

tetapi juga memperkuat etos

keberlanjutan merek terse-

but.

2. Green Event Logistic

Mendorong pengurangan

limbah dengan memini-

malkan penggunaan plastik,

mengadopsi tiket digital, dan

memperkenalkan opsi trans-

portasi ramah lingkungan

bagi peserta adalah pen-

dekatan yang efektif.

3. Tantangan Digital

Melibatkan masyarakat

secara daring melalui ap-

likasi pelacakan kebugaran,

perlombaan virtual, dan

kampanye keberlanjutan

adalah strategi efektif lain-

nya.

Dampak bagi Bisnis

Menjalankan acara yang berakar pa-

da keberlanjutan bermanfaat bagi bis-

nis karena:

1. Meningkatkan Citra Merek.

Menghubungkan merek dengan tujuan

positif meningkatkan kepercayaan dan

loyalitas konsumen.

2. Memperluas Jangkauan Pasar.

Acara secara alami mengumpulkan

kelompok besar, menciptakan peluang

untuk pemasaran dan kolaborasi.

3. Mempromosikan Nilai. Kampanye

bertema keberlanjutan selaras dengan

meningkatnya fokus konsumen pada

tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Tren lari di Indonesia menyediakan

platform yang kuat bagi bisnis untuk

terlibat dengan konsumen sambil

mempromosikan keberlanjutan.

Merek-merek yang melakukan cara

tersebut menggambarkan posisi bisnis

dapat memanfaatkan gerakan ini un-

tuk mendorong kampanye berdampak

yang bermanfaat bagi masyarakat dan

lingkungan. Bisnis yang menguta-

makan pendekatan yang autentik dan

berorientasi pada nilai akan mem-

peroleh kepercayaan konsumen sekali-

gus keunggulan kompetitif.  ❑-d

*) Vonezyo Yupanzara

Dharomesz SE MBA, Dosen Program

Studi Manajemen, Fakultas Bisnis

dan Ekonomika Universitas Atma

Jaya Yogyakarta.

Setelah ‘Presidential Threshold’

Vonezyo Yupanzara

Gejala HMPV mirip flu biasa.

-- Harus berusaha jangan sampai

kena.

***

Bencana hidrometeorologi perlu di-

waspadai.

-- Harus siap siaga kapan saja.

***

Dilarang jual dan konsumsi bangkai

ternak.

-- Bisa membahayakan kese-

hatan manusia.

‘Running’ sebagai Strategi ‘Sustainable Marketing’

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi

Nomor 62/PUU-XXII/2024 patut ma-

suk dalam deretan Landmark

Decision Pengadilan Indonesia.

Setelah setidaknya melalui 33 kali

proses judicial review, ketentuan me-

ngenai ambang batas pencalonan

presiden atau presidential threshold

dikabulkan dan dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi. Selama ini,

MK selalu mentok dengan klausa bah-

wa presidential threshold adalah kon-

stitusional dan merupakan open legal

policy pembentuk undang-undang, da-

lam hal ini pemerintah dan DPR.

Satu pertimbangan yang

patut kita apresiasi bersama

adalah MK menyatakan bahwa

presidential threshold sekalipun

adalah open legal policy, namun

harus dikesampingkan demi

melindungi kedaulatan rakyat

dan hak pilih. Tentu saja, perlin-

dungan atas hak pilih warga ne-

gara, sebagai instrumen penting

hak asasi manusia, harus diuta-

makan dari pada aspek open le-

gal policy. Artinya, memilih dan

mengusulkan calon presiden

adalah hak warga negara yang

harus dilindungi dan diutama-

kan, jika hak itu terhalang oleh

ketentuan presidential thresh-

old 20% suara parlemen, maka

sejatinya memang ketentuan

presidential threshold itu yang

harus dibatalkan. Konstitusi

memang tidak menentukan dan

mengatur mengenai presidential

threshold, namun pengaturan 20%

yang ada di UU Pemilu, jelas

mengenyampingkan hak pilih dan

melanggar prinsip demokrasi itu

sendiri.

Tantangan ke Depan

Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-

XXII/2024, muncul berbagai macam

isu, terutama isu ìpembangkangan

konstitusionalî DPR dan pemerintah

sebagai lembaga pembentuk undang-

undang. Ada skenario yang beredar

bahwa DPR dan Pemerintah akan

mengenyampingkan Putusan MK da-

lam UU Pemilu terbaru, artinya akan

tetap mengakomodir eksistensi presi-

dential threshold. Tentu kita

berharap, wacana ini tidak akan per-

nah ditempuh oleh DPR dan pemerin-

tah, karena selain akan memunculkan

gejolak penolakan masyarakat sipil di

mana-mana, wacana ini juga akan se-

makin menjauhkan DPR sebagai wa-

kil rakyat dengan rakyatnya sendiri

karena perbedaan kehendak. Selain

itu, jalan ini hampir dipastikan akan

sia-sia karena UU baru yang disahkan

nanti akan dibawa kembali MK untuk

dibatalkan. Dengan logika yang sama,

ketentuan presidential threshold juga

akan dibatalkan kembali oleh MK.

Di luar itu, ada dua tantangan lain

di depan yang patut menjadi pemikir-

an bersama pasca Putusan MK ini.

Pertama, jika MK membatalkan ke-

tentuan presidential threshold, yang

artinya semua partai politik dapat

mengusung dan mengusulkan calon

Presiden dan/atau Wakil Presiden da-

lam pemilu, maka partai politik mana

yang berhak untuk mencalonkan pa-

sangan Presiden dan Wakil Presiden

tersebut? Apakah semua partai peser-

ta pemilu? Artinya partai politik yang

dinyatakan lolos verifikasi oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Atau

kah hanya partai politik yang lolos

parlement threshold saja yang dapat

mengusung calon? Jika pilihan kedua

yang diambil, pertanyaan berikutnya

adalah kapan periode parlement

threshold dihitung? Karena tidak

mungkin pada periode yang sama,

mengingat pemilu presiden dan DPR

diselenggarakan secara bersamaan.

Jika menggunakan standar parlement

threshold pemilu sebelumnya, apakah

mencerminkan keadilan bagi partai

baru pasca putusan MK nantinya?

Kedua, dihapuskannya presidential

threshold atas dasar pertimbangan

perlindungan demokrasi, hak pilih,

dan kedaulatan rakyat, maka meman-

tik pula wacana agar juga mengha-

puskan parlement threshold. Artinya,

semua partai politik yang dinyatakan

oleh KPU lolos verifikasi dan menjadi

peserta pemilu, sepanjang calon

anggota DPR-nya mendapatkan

suara terbanyak, maka dapat

memiliki wakil di parlemen.

Selain itu, skema ini akan rele-

van dengan penghapusan presi-

dential threshold yang sebelum-

nya sudah dilakukan. Secara

teknis, parlement threshold juga

tidak dibutuhkan karena per-

syaratan menjadi peserta

pemilu, sebagaimana akan diver-

ifikasi oleh KPU sangat-lah be-

rat, jadi cukup itu saja yang

dibenahi dan menjadi pintu se-

leksi partai politik untuk memi-

liki wakil di parlemen. Sedang

secara filosofis, adalah tidak fair

jika ada seorang calon dari partai

politik yang mendapatkan suara

terbanyak di wilayah tertentu,

namun gagal menjadi anggota

DPR dan suaranya hangus kare-

na partai politiknya tidak lolos par-

lementer threshold. Situasi ini unfair

bukan saja bagi calon dan partai poli-

tik, namun juga bagi rakyat yang su-

dah memilihnya.  ❑-d

*) Despan Heryansyah,  Dosen

dan Peneliti PSHK Fakultas Hukum

UII.

Despan HeryansyahBiaya Haji Turun, Kado Pemerintah
DI awal tahun 2025 ini umat

Islam Indonesia, khususnya yang
akan menunaikan ibadah haji,
mendapat kado dari pemerintah,
yaitu penurunan biaya haji. Kalau
tahun-tahun sebelumnya biaya
haji lebih sering naik, pada haji
tahun 2025 ini bisa diturunkan.
Tentu hal ini harus disyukuri
bersama.

Sebagaimana diberitakan KR,
Selasa (7/1) lalu, pemerintah (da-
lam hal ini Kementerian Agama)
dan Komisi VIII DPR RI telah
menyepakati Biaya Penyeleng-
garaan Ibadah Haji (BPIH) 1446
H/2025 M turun jika dibandingkan
biaya haji 2024. Disepakati, be-
saran BPIH untuk setiap jemaah
haji reguler rata-rata sebesar Rp
89.410.258,79 dengan asumsi
kurs 1 USD sebesar Rp 16.000
dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67.
ìRerata BPIH tahun 1446 H/2025
M sebesar Rp 89.410.258,79.
Biaya ini turun dibanding rerata
BPIH 2024 yang mencapai Rp
93.410.286,00,î terang Menag
Nasaruddin Umar.

Seperti diketahui, BPIH terdiri
dua komponen. Pertama, kompo-
nen yang dibayar langsung oleh
jemaah haji atau disebut Biaya
Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Kedua, komponen Nilai Manfaat
yang bersumber dari hasil opti-
malisasi dana setoran awal je-
maah haji. Penurunan BPIH
berdampak pada turunnya Bipih
yang harus dibayar jemaah dan
Nilai Manfaat yang dialokasikan
dari hasil optimalisasi setoran aw-
al jemaah. ”Bipih yang dibayar je-
maah, rata-rata sebesar Rp
55.431.750,78 atau 62% dari total
BPIH 2025. Sisanya sebesar
38% atau rata-rata sebesar Rp
33.978.508,01 dialokasikan dari
nilai manfaat,” sebut Menag.

Disebut rata-rata karena tiap
embarkasi (pemberangkatan haji)
berbeda-beda. Tergantung de-
ngan jarak tempuh ke Arab
Saudi, karena hal ini terkait de-
ngan biaya penerbangan.
Jemaah dari embarkasi Aceh ten-
tu saja lebih murah. Sedang yang
harus dibayar oleh jemaah dari
embarkasi paling timur di
Indonesia tentu saja lebih tinggi.
Karena itu kalau nanti jemaah
DIY-Jateng, yang insya Allah

menggunakan embarkasi
Adisumarmo, masing-masing ti-
dak membayar Rp
55.431.750,78, harap dimaklumi,
misalnya membayar sampai Rp
56 juta atau Rp 57 juta. Untuk
pembayaran pelunasannya
masih menunggu Keppres yang
akan merinci biaya haji dari tiap
embarkasi.

Kesepakatan biaya haji terse-
but oleh Ketua Komisi VIII DPR
Marwan Dasopang dan Ketua
Panja Haji Komisi VIII DPR RI,
Abdul Wachid, Bersama rom-
bongan sudah dilaporkan kepada
Presiden Prabowo Subianto di
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa (7/1). Selain menyam-
paikan terimakasih, kata Marwan,
Presiden menyatakan belum
puas atas penurunan biaya haji
yang sekitar Rp 4 juta itu. Artinya,
sebenarnya Presiden mengingin-
kan penurunannya lebih banyak
lagi. Karena itu, semoga biaya
haji tahun 2026 nanti bisa diturun-
kan lagi dengan mencermati ber-
bagai efisiensi yang bisa di-
lakukan dari penyelenggaraan
haji 2025.

Sebenarnya, biaya haji turun itu
sudah beberapa kali terjadi.
Kenaikan paling tajam pada
musim haji 2023 dan 2024 lalu.
Menurut data yang dirilis Bank
Indonesia melalui situs resminya,
biaya haji 2014 yang dibayar per
jamaah rata-rata Rp 40,03 juta.
Kemudian tahun berikutnya,
2015, turun menjadi Rp 37,49 ju-
ta. Tahun 2016 turun lagi menjadi
Rp34,60 juta. Tahun 2017 naik
sedikit menjadi Rp 34,89 juta.
Tahun 2018 naik jadi Rp 35,24 ju-
ta. Untuk tahun 2019 tetap sama,
yaitu Rp 35,24 juta. Tahun 2020
dan 2021 tidak ada pem-
berangkatan haji dari Indonesia.
Kemudian tahun 2022 naik men-
jadi Rp 39,89 juta. Tahun 2023
melonjak jadi Rp 49,9 juta dan
tahun 2024 melonjak lagi menjadi
Rp 56,04 juta.

Harapannya, pada masa pelu-
nasan biaya haji nanti semua
calon haji 2025 bisa melunasi bia-
ya yang dibebankan tiap je-
maah.Untuk itu, sejak sekarang
mereka harus bersiap-siap de-
ngan menyiapkan uang yang
dibutuhkan.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis dan
mengirimkan artikel untuk SKH Kedau-
latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-
nya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550  - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih. 
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